KOMISI- PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 1417 /PL.02.5-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM MENGAUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal
42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Semarang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik
(KAP) dalam Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun 2020.
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Mengingat

1. Undang — Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6512); | |

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079); ' .
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6.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,

Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata
Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uaﬁg Untuk
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang

Administrasi Pengelolaan Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana
telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 54 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 616);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1067);
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13.

14.

15.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193); ’

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara | Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
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Memperhatikan

Menetapkan

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor
100/PP.01.2.Kpt/3374 /KPU-Kota/IX/2019  tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-
Kota/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374
/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
Tahun 2020;

: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

514/PL.02.5-Kpt/ OS/KPU/X/2020A tentang  Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota;

. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/270
Tahun 2020 dan Nomor : 584/KU.07-SPJ/3374/KPU-Kot/VI/2020
tentang Perubahan (Adendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor : 978/372, Nomor : 1080/PP.01.2-SPJ/3374/KPU-
Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pencalonan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Nomor : 342/PL.02.5-BA/3374/KPU-Kot/XI1/2020 Tanggal 26
November 2020 Tentang Penetapan Kantor .Akuntan Publik (KAP)
dalam Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM
MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 |
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Mengaudit Laporan

Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima
belas) hari, terhitung sejak menerima Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang, yaitu tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 22
Desember 2020

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

HENRY CASAN GULTOM
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SURAT PERNYATAAN PEMILIHAN KAP PADA SIKAP OLEH TIM TEKNIS
KPU KOTA SEMARANG

Pada hari Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh Tim
Teknis telah memilih KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Semarang, KAP
dimaksud sebagai berikut:

NAMA NAMA

KAP AP PASANGAN CALON

H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M. - Ir. Hj.
HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos.

No

1 JArnestesa |Arnestesa

KAP tersebut diatas, selanjutnya dapat dilakukan pengadaan oleh Pokja Pemilihan/Tim
Pengadaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang , 27 November 2020
Ketua Tim Teknis

(SUYANTO)
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